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Penulis dalam pembuatan tesisini telah melakukan penelitian terhadap 2 (dua) masalah pokok mengenai
apakah pel aksanaan pendaftaran tanah terhadap pembeli |elang sudah menjamin kepastian hukum dan
apakah Sertipikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagal alat pembuktian yang "Kuat"
perlu diubah menjadi sebagai alat pembuktian yang "Mutlak" demi kepastian hukum. Metode Penelitian ini
adalah kepustakaan atau yuridis normatif, yang ditinjau dari sudut sifatnya adalah eksplanatoris
dimaksudkan untuk menguji hipotesa tertentu dimana pengetahuan tentang masalah utamatelah cukup
diketahui. Sementara itu, sudut berlakunya berbentuk evaluatif, yaitu dimana penelitian ini akan menilai
program-program yang dijalankan, dalam hal ini adalah pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997.

Tujuan dari penelitian untuk mengatasi masalah dimana sebelumnya tahapan proses ditempuh melalui
pencarian fakta lapangan atas permasal ahan utama, menemukan masalah dan identifikasi masalah.
Kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang belum terlaksana dengan baik karena walaupun terdapat
peraturan-peraturan akan tetapi nergantung kepada para pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Peserta
Lelang, Pemenang Lelang, Pemohon Lelang maupun Pelaksana Lelang dalam hal ini adalah Negara. Dalam
pel aksanaan lelang khususnya lelang atas tanah diperlukan surat keterangan mengenai tanah yang akan
dijadikan objek lelang, yaitu adanya Surat K eterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh
Kantor Pertanahan atas pemintaan Kantor Lelang, selain itu pula pembeli lelang harus memperhatikan dan
mengetahui datafisik objek lelang. Perlunya perubahan sistem publikasi untuk jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan seperti yang telah dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA jo. pasal 32 ayat (1) PP No.
24 Tahun 1997 bahwa sertipikat yang merupakan surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat adalah kurang kuat, akan tetapi seharusnya merupakan alat bukti hak "Mutlak".
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